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RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Oleh:

Alfia Salsabila',Rachmadi Usman?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 124 halaman

Perkembangan teknologi informasi di era ekonomi digital telah mendisrupsi
tatanan hukum keperdataan secara fundamental., khususnya dalam konsepsi
kepemilikan dan pendayagunaan aset. Lahirnva aset digital berbasis blockchain,
seperti mata vang knpto (cryptocurrency) dan Non-Fungible Token (NFT), telah
mentransformasi  komoditas  investasi  bemnilai  ckonomi  tinggi  vang
diperdagangkan secara global sekaligus menuntut pengakuan dan perlindungan
hukum sebagaimana aset konvensional. Di sisi lain, perbankan konvensional dan
lembaga pembiayaan formal di Indonesia hingga saat ini masih belum secara
resmi menerima aset digital sebagai jaminan kredit. Kesenjangan imi menciptakan
situasi problematis Karena transaksi pinjam-meminjam dengan jaminan aset
digital kerap dilakukan di luar sistem hukum formal. Persoalan semakin kompleks
karena prinsip "not your keys. not your coins” dalam ckosistem blockchain
menegaskan bahwa penguasaan aset digital mutlak bergantung pada private key
yang hanva diketahui pemiliknya. Tanpa kerja sama sukarcla dan debitur, kreditur
sama sekali tidak memiliki mstrumen untuk menguasai jaminan tersebut. Ironi
hukum vang nyata pun muncul: aset kripto vang terbukti dapat disita dan
dieksekusi dalam ranah hukum pidana justru tidak memiliki mekamsme eksekus
vang memadai ketika ditarik ke dalam ranah hukum jaminan perdata. Kondisi ini
tidak hanya merugikan potensi ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan
kekosongan norma (vacuum of norm) yang menghambat inovas: dan pertumbuhan
scktor kevangan digital di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan hukum mendasar.
Pertama, menganalisis konsep aset digital sebagai "benda” dalam konteks hukum
kebendaan  Indonesia, khususnva terkait hak kepemilikan  berdasarkan
KUHPerdata dan peraturan terkait. Kedua, mengidentifikasi pengakuan
kebendaan aset digital sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit,
termasuk hambatan normatif, mekanisme pendaftaran. dan eksekusinya. Adapun
manfaat penelitian ini bersifat tiga dimensi: secara teoritis memberikan konstruksi
konseptual baru mengenal status aset digital sebagai "benda" yang dapat dimiliki
dan dijaminkan sehingga mengisi kesenjangan antara paradigma tradisional

KUHPerdata Pasal 499-3503 dengan realitas blockchain: secara praktis
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memberikan panduan dan insight hukum bagi perusahaan fintech, bank, atau
lembaga pembiayaan yang berencana menggunakan aset digital sebagai jaminan;
serta secara sosial mendorong pembentukan regulasi yang memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan aset digital dalam transaksi kredit.
Penclitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus
pada analisis norma hukum tertulis untuk menguji kesesuaian konsep aset digital
dengan kerangka hukum kebendaan tradisional di Indonesia, Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan
dengan 1su hukum yang ditehti, sedangkan pendekatan konseptual beramjak dan
pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Penelitian bersifat perspektif’ analitis dengan tipe peneliian doktrinal. Bahan
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronmik
beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); bahan hukum
sekunder berupa literatur, jurnal. dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier
berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil dari penelitian i1 adalah:

1. Aset digital secara yuridis telah memenuhi syarat sebagai "benda bergerak
tidak berwujud” berdasarkan Pasal 499 dan 503 KUHPerdata karcna dapat
dikuasai (melalui private key), memiliki manfaat ckonomi yang nyata, dan
merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Hak kepemilikan atas aset digital
bersifat dualistik tergantung model penyimpanannya: pada non-custodial
wallet, pemegang private key memiliki hak kebendaan penuh (zakelifk rechr).
sedangkan pada custodial waller, pengguna hanya memiliki hak perorangan
(persoonlifk recht) berupa hak tagih terhadap kustodian. Pembuktian
keperulikan di pengadilan dapat dilakukan secara kumulatf melalu
penguasaan private key, rekam jejak transaksi on-chain scbagai alat bukti
clektronik sah berdasarkan UU ITE, bukt dari bursa kripto terdafiar,
keterangan ahli blockchain analytics, serta akta keterangan kepemilikan notaris
(cyber notary). Lembaga jaminan yang paling tepat untuk aset digital adalah
jaminan fidusia. bukan gadai, karena tidak mensyaratkan penyerahan fisik
objek jaminan.

Eksekusi jaminan aset digital dalam hal debitur wanprestasi masih menghadapi
hambatan fundamental yang bersumber darn karakteristik teknis hlockchain
(desentralisasi, prinsip not your keys not your coins, anonimitas, dan volatilitas
harga), serta kekosongan norma dalam UU Jaminan Fidusia yang tidak
mengakomodasi mekanisme penguasaan, pendaftaran, valuasi, maupun
likuidas: aset digital. Untuk mengatasi hal mm, penelitan merekomendasikan
pembentukan regulasi sektoral berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan
OJK yang mengakui aset digital scbagai objek jaminan fidusia. kewajiban
penggunaan kustodian aset digital terakreditasi sebagai point of intervention
cksekusi, standarisasi prosedur wvaluasi melalui indeks harga resmi dan

(=
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mekanisme margin call. serta penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang
fata cara penyitaan dan pelelangan aset digital guna memberikan kepastian
hukum yang kemprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan.
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DALAM PERJANJIAN KREDIT

Oleh:
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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 124 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Aset Digital, Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, Blockchain,
Kunci Privat, Eksekusi Jaminan, Perjanjian Kredit

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep aset digital sebagai "benda”
dalam hukum kebendaan Indonesia terkait hak  kepemilikan, serta
mengidentifikast hambatan dan mekanisme eksekusi jaminan aset digital dalam
hal debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). bertipe doktrinal dan bersifat
perspektif analitis. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU Nomeor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor |1 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguoatan Sektor Keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa aset digital memenuhi syarat sebagai benda bergerak tidak berwujud
berdasarkan Pasal 499 dan 503 KUHPerdata karena dapat dikuasai melalui privare
key, memiliki nilai ekonomi, dan merupakan bagian darm kekayaan seseorang,
sehingga secara yundis layak dijadikan objek jaminan fidusia. Hak kepemilikan
bersifat duahistik: pemegang non-custodial wallet memihiki hak kebendaan penuh,
sedangkan pengguna custodial wallei hanya memiliki hak perorangan terhadap
kustodian. Namun, eksekusi jaminan aset digital masith menghadapi hambatan
fundamental berupa ketiadaan mekanisme penguasaan private key secara paksa,
absennya lembaga kustodian terakreditasi, tidak adanya standar valuasi resmi di
tengah volatlitas ekstrem, serta kekosongan norma dalam UL Jaminan Fidusia
vang tidak mengakomodasi karakteristik teknis blockchain. Penclitian ini
merckomendasikan pembentukan regulasi scktoral yvang mengakui aset digital
sehagai objek jaminan fidusia, kewajiban kustodian terakreditasi, standarisasi
valuasi dan prosedur margin call, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang tata
cara penyitaan dan pelelangan aset digital.
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LEGAL CERTAINTY OF DIGITALASSET AS OBJECT OF GUARANTEE
IN LOAN AGREEMENT

By:
Alfia Salsabila', Rachmadi Usman?
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 120 pages

ABSTRACT

Keywords: Digital Asset, Legal Certainty, Fiduclary Guarantee, Blockchain,
Private Key, Execution Guarantee, Loan Agreement

This study is aimed at analyzing the concepl digital assct as "object” in property
law in Indonesia related to right of ownership and identifying the obslacles and
mechanism of conservatory altachment of digital assel In the event of deblor's
breach of contract, Method used is normative lega! research wlth statute approach
and conceptual approach, type of the research is doctrinal, and the characterlstic 1s
perspective analytical. The legnl resources consist of primary one namely Civil
Code, Act Number 42 of 1999 concemning Fiduciary Guarantee, Act Number (1 of
2008 conceming Electronic Information and Transactions, and Act Number 4 of
2023 conceming Development and Empowerment of Financial Sector. The findings
of the rescarch conclude that digital asset meet the requirement as movable and
intangible based on Article 499 and 503 of Civil Code because it can be acquired
through private key, possessing economic value, and constitutes part of someone's
property, so legally it is worthy to become the object of fiduciary guarantee. The
ownership right is dualistic: the holder of non-custodial wallet has full right of
property, while the user of custodial wallet only has personal right upon the
custodian. However, conservatory attachment of digital assets is still facing
fundamental barriers such as the non-existence of mechanism of acquiring private
key by force, the absence of accredited custodian agency, the unavailability of
formal valuation standard in the middle of extreme volatility, and vacuum of law in
Fiduciary Guaraniee Act which does not accommodate blockchain technical
characteristics. This study recommends formation of sectoral regulation which
recognizes digital asset as the object of fiduciary guarantee, accredited custodian
obligation, standardization of valuation and procedure of margin call, as well as
Regulation of Supreme Courl concerning Procedure of Forfeiture and Auction of
digital asset.
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